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BUPATI BUTON

PERATURAN BUPFATI BUTON
NOMOR & TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASL, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Menimbang

Meng:ngat

DINAS PEKEREJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG

KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Buton, perlu  menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupaten
Burton;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1939  tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di  Sulawesi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Urdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Peomerintalh Pusat dan Pemertintahan
Dacrah (Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 .);

Undeng-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentanz Penataan
Ruarg (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia
Nomor 4725.)

Undang-lIndang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republix Indoncsia
Nomeor 5494 |



Menetapkan :
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali ciubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Uncang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomeor 114);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentsng Organisas:
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6};

10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerinlah  Kabupaten Bulun  Scbagai  Dacrahi Olonom
(Lembaran Dsaerzsh Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
112);

11.Peraturan Daerah Kabupatern Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buron;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dupati ini, yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kebupaten Buton.

Pemerintah Daereh adalah Pemnerintah Kabupaten Buton
Bupati adalah Bupati Buton.

Wakil Bupati adalah Wekil Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyatr Daerah Kabupaten Buton.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya
disebut Dinas PU dan PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Buton ;
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Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Buton.

Sckretaris Dinas  yang selanjutnya  disebut Sekretzris adalah
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupaten
Buton.

Bidang adalah Bidang pada Dinas PU dan PR Kabupaten Buton.

- Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas PU dan PR

Kabupatcn Buton.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas PU dan PR Kabupaten
Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas PU an PR
Kabupaten Buton.

. Sexsi adalah Seksi pada Dinas PU dan PR Kabupaten Buton.
13.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas PU dan PR Kabupaien
Butor.

Umt Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD
adalah unsur pelaksana teknis Dinas PU dan PR Kabupaten Buton
yvang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

tcknis pcnunjang tertentu.

. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional di lingkungan Dinas PU dan 'R Kabupaten Buton.
BAB 11
KEDUDUEAN
Pasal 2

Dinas Pekerjean Umum dan Penataan Ruang adalah unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang yang menjadi kewenangan dacrah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawalb kepada Bupau
miclal Sckretaris Daerah.

BAR 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Daerah
Tipe B.

Dinas Pekerjaan Umum c¢an Penataan  Ruang  scbagaimana
dimaksud pada avat (1) terdiri atas :



Kepala Thnas;

Sekretariat:

Bidang Cipta Karya;

Bidang Sumber Daya Air;
Bidang Bina Marga;

B:dang Tata Ruang;

Bdang Jasa Konstruks:

Sub Bagian/Selksi;

UPTD; dan

j-  Kelompok Jabatan Fungsional.

Sl M0 R0 oD

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huraf b ferdiri
atas : :
a. Subbagian perencanaan, Keuangarn dan Evapor; dan
b. Subbagan Tata Usaha
{(4) Bidang Cipta Karya scbagaimana dimas<sud pada Ayat |2) Huruf c
terdiri atas :
a. Seksi perencanaan dan pengendalian.
b. Seksi Pengembangan SPAM dan Penataan Lingkungan
Permukiman (PLP).
¢. Seliail Pelaksanaan Penatann Bangunan.
(5) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Hurafl
d terdiri atas
a. Scksi perencanaan Sumber Daya Air (SDA)
b. Seksi Bangunan Pengairan dan Bina Manfaat
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
(6) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e
terdin atas :
a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
b. Seksi Pembangunan Jalar Jernbatan
c. Bcksi Prescrvasi Jalan dan Jembatan
(7) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf
terdi-i atas -
a. Seksi Pengaturan, dan Pembmaan Penataan Ruang
b. Seksli Pelaksanaan Penataan Ruang
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
(8) Bidang Jasa Konstruksi schagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf
¢ terdiri atas :
a. Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan
b. Seksi Pengendalian dan Pengawasarn
c. Seks Peralatan
(9) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
tercantum dalam lampiran Perariran Bupati ini
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Bagian Kedua
Xepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai

mgas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerinlahan yang

wenjaci  kewenangan Daerah  dibidang Pekerjaan Umum  dan

Penataan ruang mcliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina

Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang, serta bidang

Jasa Kostruzksi.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) menyelerggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan Daerzh, kebijakan pelaksenaan dan
kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Urmum dan Penataan Ruang
vang melputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga,
Bidang Cipte Kkarya, dan Bidang Tata Ruang, serta bidang Jasa
Kosiruksi.

b. Pclaksanaan cvaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Aii,

Eideng Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang,

serta bidang Jasa Kosouksi.

Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dn Kelompok Jabatan

Fungsional;

d. Pelaksanaan admirnistrasi Dinas transmigrasi;dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang d:berikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

0

Bagian Keliga
Sckreiarial

Pasal ¥

Sekretaris Dinas mempunyal tugas mclakukan perencanaan umum

dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan teta
laksana, koordinasi penyusunan perundangen, pengelolaan barang
milik negara, dan kerumahtanggan kantor.

Sekretzris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksnd

pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan
kebijakan tekris dibidang, Pexerjaan Umum dan Peniaan Ruang
vang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga,
Bidang Cipta Karva, dan Bidang Tata Ruang.

k. Pelaksanaan urusan pemerintah umum sesuai dengan bidang
tugasnya.

c. Pengelolaan bareng/kekavaan Daerah yang menjadi tanggun
jawabnya.

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.



€. Penandatangani surat/naskah dinas sesuai tugas dan
kewenangannya.

I.  Penyampaian laporan hasiil evaluasi, saran, dan pertimbangan
dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah, dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal &

Kepala Sub Bagian perencanaan, Keuangan dan Evapor, mempunyai

tugas :

a. Melakukan koordinasi can penyusunan administrasi anggaran;

b, Melakukan keoordinasi dan fasilitasi penggaran infrastruktur
darerah;

¢. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
kinerja serta pelaksanaan anggaran

d. Melakukan keordinasi perencanaan program dan administrasi

kerja sama

Melakukan kegialan strategis Dinas.

Mcnyusun rencana pengclolazn data dan tcknelogt informasi;

Melaksanakan pengembangan sistem informasi;

Menyclenggarakan dan mengelola pengamanan data dan

=g .

informasi;
Mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
j. Mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan
statistik;
k. Melaksanakan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Kementnan;
. Menyelenggarakan publikasi;
m. Mengelola dan menyebarluaskan informasi;
. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
0. Menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan
antar lembaga;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

Pasal 9
Kepala Sub Bagian Tala Usaha sebagaimana, mempunyai ftugas :

Menyiapkan pelaksanaan percnicanaan pegawai;

Melaksanakan urusan lata usaha kepegawaian;

Melaksanakan pembinaan pegawai;

Menyiapkan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan
pemantauan mutasi pegawai;

Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;

Mengelola cata, informasi, dan arsip kepegawaian;
Melaksanakan ketatsusahzan dan kerumahtanggan Kepala
Dinas
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Melaksanakan urusan kesehatan, keamanarn dan ketertiban
lingkungan serta urusan dalam pegawai;

Melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah
Jabatan serta sarana dan prasarzna lingkungan,

Melaksanakan penatausahaan barang milik negara Dinas;
Menyusun rencana dan program pengelolaan barang milik
negara;

Mengendalikan barang milik negara;

Mcnyusun pclaporar barang milik regara;

Melakukan Penatausahaan barang milik negara pada tingkat
Kementrian;

Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang
milik negara;

Meclakukan Koordinasi pemeantauan, evaluasi, dan pelaporan
barang milik negara;

Melakukan Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan

hak;
Melaksanakan layanan pengadaan;
Mclaksanakan Pemantauan, cvaluasi dan pelaporan

pelalksanaan pengadaan barang/jasa;

Menvelengatrakan pelsksanaan tata laksana keuangan dan
perbendaharaan:

Melaksanakan sistem akuntansi;

Melaksanakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
dan Badan Layanan Umum;

Menyusun tate laksana keuangan dan sistem akuntansi;
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
Melaksanakan Penatausahaan penetapan pejabat
perbendabiarasn satuan ketja,

Mclaksanakan Penatausahaan hasil pemerilesaaon;

aa. Menyuasun laporan keusngan Dinas.
hh. Melaksanakan tigas lain yang diberikan cleh Sekretaris Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya
Pasal 10

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyal tugas :

d.

b.

Menyusun program, merumuskan kebijakan dan melaksanakan
program pembangunan dibidang cipta karya;

Melakeanakan moniioring dan evaluasi kegiatan dibidang cipta
karya;

Menyusun laporan realisasi fisik can keuangan pada kegiatan
dibidang cipta karya;

Mengndetifikasi dan menginventarisasi bangunan geduang,
prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan lingkungan
permukiman;

Mengembangkan SFPAM,
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Mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik :
Mengelola dan mengembangkan system drainase yvang terhubung
langsung dengan sungai.

(2) Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimsksud pada ayatl 1 menyelenggarakan fungsi :

.

b.

Penyusunan rencana program pembangunan dan perumusan
kebijakan teknis dibidang cipta karva;

Penyusunan rcncana program kerja bidang, pengendalian,
perencanaan teknis (desain), dan pengendalian/pengawasan
pelaksanzan pembangman dibidang cipta karya.

Pelaksanzan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang cipta
karya,

Fenyusunan laporan realisasi fisik can keuangan pada kegiatan
dibidang cipta karya;

Pengidentifikasian  dan  pengmntenventlarisasian  bangunan
geduang, prasarana dan sarana air bersih, serta penyehatan
lingkungan permukiman;

Penyclenggaraan dan pengikutscrraan calam kegiatan pelatiahan
yang berhubungan dengon apta karvya;

Pengembangan SPAM;

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik ;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengar tugas dan fungsinya;

Fengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung
langsung dengan sungai.

Pasal 11

Kepala Seksi perencanaar dan pengendalian mempunyal tugas :

&l.

Melakukan penyusunan program dan pembiayaan tahunan yvang
bersumber dari APBD;

Melakukan sinkronisasi program-program Keciptakarvaan;
Melakukan fasilitasi kepada Pemda dalam penguatan kapasilas
PDCICIICAIlAaAan dan PEOYUSUNAT Progralm,

Melaksanakan penyusunan RPI2JM bidangz Cipta Karya;
Melaksanakan kecordinasi dan pemantauan herkala terhadap
pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang
Cipta Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan Penataan Lingkungan
Permukiman (PLP) mempunyal tugas :

a.
b.
.

Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM;

Mengelola dan Mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik;
Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase yang
terhubung langsung dengan sungai;



d. Melakranakan tugas lain vang diberikan aleh Kepala Ridang
Cipla Karya sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 13
Kepala Seksi Pelaksanaaan Penataan Bangunan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyelenggaraan infrastruk.our pada permukiman di
kawasan stratcgis Dacrah; Mcnctapan Bangunan Gedung untuk
kepentingan Strategis Daesrah;

h. Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk
kepentingan Strategis Daerah;

c. Melaksanakan Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah
Daerah;

d. Melaksanakan Penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan strategis Dacrah dan Penataan
Hangunan dan Lingkungannya di Wilayah Pemerintah
Kabupaten Buton;

< Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Cipta Karya sesuai dengan mugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Dava Air

Pasal 14

i1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas :

a. Merumuskan kebijakan tcknis dibidang bangunan Sumber Daya
Air;

b. Menyclenggarakan operasicnal dan  pemeliharaan bangunan
pengairan serta bina manfaat Sumber Daya Air;

. Menviapkan penyusunan rencangan, norma, standar, prosedur
dan |kriteria, oenyusunan rencana serta rancangan studi
kelayakan, pembinaan penyusunan, pembinaan penyelenggaraan
audit teknik dan penyusunan dokumen detail desain kontruksi
bidang pergeloaan sumber daya air urusan pemerintah daerah;

d. Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, penelitian,
pengembangan, pengamanan, konservasi dan pendayagunaan
sumber air;

c. Melaksanakan perancanaan, pengelolaan, pengawasan
pelaksanaan konstruksi jaringan pemanfaatan air.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, produsern dan

kriteria;

Penyusunan rencana, program dan anggaran;
Penyusunan rancangan studi kelayakan;
Penyusunan laporan kinerja;

Pemberian bimbingan dan banluan leknis;

me a0 o

Pelaksanaan kcsiapan kontrulesi;



Pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan
pemeliharaar sarana dan prasarana:

Pelaxsanaan pembinaan penvelenggaraan audit teknik:

Penylapan penyusunan dokument detail desain konstruksi;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan norma, standar,
prosedur dan kriteria;

Pelaksanaan monitoring dan eveluasi pelaksanaan pembinaan
pengendalian konstruksi;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemantauan, evaluasi dan
pelaporan progres dan hasil audit pclaksanaan kegiatan
konstruksi;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana.

Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air (SDA) mempunyai tugas :

4.

Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kritcria penyusunan lencaid, program, dnggardar, penyusunan
rancangan studi kelayakan kegistan sungai dan pantai scria
penyusunan laporan kinerja;

Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sumber Davya Air (SDA) sesual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Scksi Bangunan Pengairan dan Bina Manfaal mempunyai
tugas:

a.

b.

Melaksanakan penvyiapan bahan pemberian bimbingan dan
bantuan tekmk

Melaksanaxzan kesiapan konstruksi,

Menyusun rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana,

Melaksanakan pembinaan penyelenggaran audit teknilk,
Melakukan penyusunan dokumen detail sonstruksi;
Melaksanaxan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang
sumber Daya Air (SDA) sesuail dengan tugas dan fungsinya.
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Pazal 17

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahar perumusan  kebijakan teknik
pembinaan dan pelaksanaan di bidang cperasi dan pemeliharaan,
meliputi operast, ccmeliharaan dan rehabilitasi pada sungai,
danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai,

k. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sumber Daya Air (SDA] sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasul 18

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas :

a. merumuskan kebijakan teknis, vang meliputi melaksanakan
penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan
preservasi  jalan, jembatan, pengendalian mutu dan  hasil
pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujan bahan
dan peralatan;

b. Melaksanakan  penyusunan — perencanaarn, pengadaan
pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian mutu dan hasil
pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan
mulu konstruksi;

c. Mclaksanakan penyusunan perencanaan program —preservast
jalan, jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan
pekerjaan, serta penyedian dan  pemeliharaan peralatan
Preservasi;

d. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan
peralatan /perbekalan.

Dalam melaksanakan tugas scbagaiman dimaksud pada ayat (1),

Bidarg Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan
pemograman dan  perancanaan  leknis  pembangunan dan
preservasi jalan dan jembatan;

b. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik
jalan daerah, konektivitas sistern jaringan jalan dan sistem moda
transportasi bersama instansi terkait;

c. Pelaksanaan perencanaan teknik jalen, jembatan, peralatan, dan

pengujian;
d. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
¢. Pelaksanaan evaluas: dan penetapan lain fungsi, audit

keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;

f. Pemantauan, evaluasi, dan pengedalian pelaksanaan perencanaan
teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan  jembatan,
peralatan, dan, pengujian;



g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan aleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 14

Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyvai tugas :

.

Melaksanakan penyiapan dsta dan informasi sebagai bahan
penyusunan pemogramsan dan perencanaan teknik pembangunan
jalan umum;

Melaksanakn koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengzan
sistern moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-
an;

Melaksanakan pengujian mutu konstruksi, scrta melaksanakan
evaluasi dan penetapan leger jalan;

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Scksi pcmbangunan Jalan Jembatan mecmpunyal tugas :

a.

Melaksanakan dan mengendalikan  konstruksi dan mutu
pelaksanaan  pembangiman jalan dan jemhbatan, penyuisiinan dan
pengembangan standar dokumen pengadaan,

Menyesuaikan kon-rak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan,
Melaksanakan evaluasi dan penetapan lain fungsi jalan dan
jembatan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Perservasi Jalan Jembatan mempunyail tugas:

a.
b.

C.

Melaksanakan preservasi jalan dan jembatan,;

Menyesudikan kuntuak pekejaan presecvasi jalan dan jembatan;
Mclaksanakan cvaluasi dan penetapan audit keselamatan Jalan dan
Jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi
pemanfaatan peralatan dan bhahan jalan;

Meclaksanakan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan
preservasi,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Marga sesuai dengan rugas dan fungsinya



(1)

(2)

Bagian Kenijuh
Bidang Tata Ruang

Pasal 22

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumasan dan pelaksanaan penyvelenggaraan penataan ruang sesuai

dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bidang
tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

d.

b.

Penviapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
bidang pengaturan penataan ruang di daerah;

Penyiapan bahan perumusan dan peaksanaan kebijakan tekmnis
bidang perencanaan lala ruang wilayah dan Kawasan Strategs;
Penviapan bahan pcrumusan dan pelaksanaan pemanfaatan raang
wilayah dan kawasan Strategis;

Penviapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan
ruang dan kerjasama penaiaan ruang antar dacrah serla lasilitasi
kerjasama penataan ruang antar daerah;

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tcknis
bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan
Kawasan Strategis, termasux wilavah lintas daerah;

Penviapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
dibidang penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang wilayakh dan
Kawasan Straregis, termasik wilayah lintas Wilayah,;

Pclaksanaan koordinesi dan operasionalisasi PPNS Penataan Ruang
di tingkat Kabupaten;

Pelaksanaan tueas lain yang diberikan cleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang mempunyai
tugas melakukan penyiepan bahar perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan bidang penataan ruang
daerah, meliputi:

a.

Melakukan Penyusunan dan penataan petunjuk pelaksanaan
pedoman NSPK bidang penataan ruang pada tingkat provinsl dan
kabupaten,;

Melaksanakan FKoordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
kounsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat lintas kabupaten;
Mengembanbgkan sistem informasi dan komunikasi, serta
penyebarluaskan informasi penataan ruang kepada kabupaten dan
masyarakat; dan

Melaksanakar. kerjasama penataan ruang antar daerah serta fasilitasi
kerjasama pernataan ruang antar kabupaten.



Melakukan Penyusunan, Penstapan, dan peninjaun kembali rencana
tata ruang wilayah dan rencana tata ruang Wilavah  strategis
Kabupaten

Merumuskan Kebijakan strategis operasional rencana tata ruang
wilayah dan kawasan strategis Kabupaten

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Ruang sesuai dengan lugas dan [ungsinya

Pasal 24

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan
penviapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
perencanaarn tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah dan kawasan
strtegis daerah, meliputi ;

.

Melaksanakan penyusunan, Penetapan, dan peninjauan Kembazli
rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang Wilayah
strategis Kabupaten.

Merumuslkan Kebiyakan strategis operasional rencana tata ruang
wilayah dan kawasan strategis Kabupaten.

Melaksanakan evaluasi, pelaporan ‘erhadap penyidikan dan
penertiban  terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat
Kabupaten.

Melakukan Koordinasi dan pembinaan serta operasionalisasi PPNS
Penataan Ruang tigkat Kabupaten.

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bicang Tata
Kuang sesual dengan tugss dan fungsinya.

Pasal 25

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

mempinyai fugas ;

d.

b.

Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
Menetapkan Kriteria  penentuan dan  perubahan  fungsi
kawasan/lahan wilayah dalam rengka pemanfaatan dan
pengendalian ruang;

Mengadakan penelitian dan pengembangan dalam rangka
pemantaatan dan pengendalian tata ruang daerah;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepula Bidang Tala
Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;



{1}

(2)

(3

(4)

(1)

(2)

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2} huruf b,
dipimpin oleh seorang Sckretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf ¢,huruf
d,huruf e, huruf f, dan hurul g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris.

Subbagian schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang herada di bawah dan
bertanggingjawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4], Ayat (5), Ayat
(6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang
masing-masing.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Baman Kesatu

TImiim
Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembatuan yang diberikan olch
Kepala Dzerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penulaan Ruang.

Dinas Pekerjausn Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan
tugas scbagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi

a  perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. Peclaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupat terkait
dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedelapzan
Bidang Jasa Konstruksi
Pasal 26

(1) Kepala Bidang .Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan
pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan jasa konstruksi scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a.
b.
c.

Pengembanpan dan peoingkatan kompetensi tenaga ahli kontruksi;
Penyclenggaraan sistem informasi jasa kontruksi calkkupan daerah;
Pelaksanaan kebijjakan pembinaan, menyebarluaskan perahiran
perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan
feknis, dan penyuluhan jasa kontruksi di daerah;

Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa
kontruksi di daerah;

Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan
terib permanfastan jasa kontruksi di daerah;

Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa kontruksi
ringkat daerah dan asosiasi jasa koniruksi di dacrals;

peningkatan kemampuan tegnologi, penggunaan dan nilai tambeh

‘asa dan produk kontruksi dalam negeri didaerah;

Pengembangan pasar dan kerjasama kontruksi di daerah
Pelaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Ruang sesual dengan tugas dan fungsirya;

P=sal 27

Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan mecmpunyai tugas :

&.

b.

Melalcukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
Menvebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan
pembinaan dalam menyelenggarskan system informasi jasa
konstruksi diwilayah pemerintah Kabupaten Buton;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Jasa Konstrusi
sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Pasal 28

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :

d.

Melakukan pcmantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi
baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk
terpenmibinya  tertib penyelenggaraan jasa konsiruksi diwilayah
Pemerintah Kabupaten Buton;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa
Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pagal 29

Kepala Seksi Peralatan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan pedoman petujuk teknis,

b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program,

c. Melakukan pembinaan pengelolaan peralatan, perbaikan, dan
pemeliharaan peralatan/perbekalan;

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pergudangan dan
perbekalan,

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa
Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAB V
TATA KERJA
Pasal 30

Setiap unsur di Lingkungsn Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dalarm melaksanakan tugas dan fungsi harmis menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lhngkungen
Dinas PU dan PR sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas PU dzn
FR dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan seria
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan.

(2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab
serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Pasal 32

Dalam melaksanakar tugas setiap Pimpinan Unil Organisasi harus
melakukan pembinaan dan pecngawasan terhadap unit organisasi di
bawahnya.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daye guna dan hasil guna setap pejabat di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat
mendelegasikan kewenangan tertentu kcpada pejabat di bawahnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



(1)
2
(3)
(4)

(5)

BABR VI
ESELON, PENGANGEATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon
Pesal 34

Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
pimpinan finggl pratama.

Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukurzl esclon [Ila atau jabatan
admimstrator.

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon llIb atau jabatzn
administrator.

Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon [Va atau jabatan pengawas.

Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan
pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 35

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,

Kepala Seksi, Kepala UPTL dan Pejabat Fungsional diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian schagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
undanga

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 36

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat
diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perurndang-Undangan.



BAR VIII
EETENTUAN LAIN-LAIN
Pzsal 37

Jerjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
sesuai dengan Peraturan Perundang-Urndangan yang berlaku

Pasal 38

(1) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat
dibentuk UPTD sesua: dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Pembentukan dan susurnai vrganisasi UPTD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasa 34

Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat
dbentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BARB IX
KETENTLIAN PERALIHAN
Pasal 40

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 41

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, LIPT yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
ditetapkannya Peraturar. Bupati tentang Pembentukan UPT vang baru.

{2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati
ini.



BAR X
PENTUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

l. Peraturan Bupati Buton Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas
Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton

2. Peraturan Bupati Buton Nomor 34 ‘Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas
Pukok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Buton

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pergundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

PARAF | pada tanggal 1% Oktober 2016
S P
BUPATI BUTON,
P 2
Kode 0 =
Wooey - Hurger

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

el B

Reoo O




BRAB X
PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

§. Peraturan Bupati Buton Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas
Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton

@ Peraturan Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Buton
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PARAF

ch}

s

%plw

e Ot

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI BUTON,
Cap/TTD

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Okt 2016

Plt. SEKRETARIS RAH KABUPATEN BUTON,

|
KASIM, SH
Pembina Ltama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 Nomor 1.
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